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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH K'SPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK ACEH DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
MUSTAQIM SUKAMAKMUR TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf
c., Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 hurufl a Qanun Aceh Nomor 16
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada
Badan Usaha Milik Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Aceh Tahun Anggaran
2015;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Analisa Investasi
terhadap Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Hasil Analisa Investasi
terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustagim
Sukamakmur oleh Tim Penasehat Investasi Pemerintah Aceh;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan hurufl ¢, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh
kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Mustaqgim Sukamakmur;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 1103);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200¢ tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400},

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar. Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4633},

8. Undang-Undang Normor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47356];

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Ruakvat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 3204);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negzara Republik Indonesia
Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4812) schagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Piraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintalr Daerah;
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16.

Y7

18.

19.

20.

.

Peraturan Otoritas .Jasa Keuangan Nommor 20/POJK.03/2014
tentang Bank Perkreditan Rakvat;

Qanun Acch Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussa.am sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
[Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomeor 15);

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyvertaan Modal
Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milil: Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 59);

Qanun Acch Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nanzagroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun: Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 [Lembaran Aceh Tahun
2015 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH ACEH KEPADA PERSEROAN TER3ATAS BANK ACEH DAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSTAQIM
SUKAMAKMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksucd dengan :

1

b

3.

Pemerintahan Acch adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesii berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1943 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan vang dilaksanakan aleh
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakvat Aceh sesuai
dengan fungsi don kewenangan masing - masing.

- Pemerintah Dacrah Acch vang sclanjutnva discbut Pemerintah

Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri
atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh vang dipilih melalui

suatu  proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

-Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA

merupakan rencana kcuangan tahunan Pemerintah Aceh yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Gubzrnur dan DPRA serta
ditetapkan dengan Qanun.

. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang

belumn dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat
dinilal dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin,
inventaris, surat-surat berharga dan hak-h: k lainnya.
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GoPenvertinn Modal Peaserinah Aceh addadahy peasaliban kepemaliban
Kekaviom Aceb vamg semla merapikan kekavaan vang ldak
dipisahlkin menjach kekinaan vilhg dipisahkan untuk
diperiiitunghan  schagad modal Aceh pada  BUMA }'-’:U‘ig
berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguniungkan.

7o Badan Usaha Milik Aceh vang selanjutnyva disingkat BUMA adalah
semun perusahaan vang  didirikan berdasarkan  Peraturan
Perundang undangan  vang modalnya untuk  seluruhnyva atau
untuk  scebagian merupakan  kekavaan Acch yvang dipisabikar,
kecuah jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang:
Lndang

8. Perscroan Terbatas Bank Acch, vang sclanjutnyva disebut PT. Bank
Aceh  adalah Bank milik Pemerintah  Acch bersama  dengan
Pemerintah Kabupaien/Kota di Acch viang dibentuk  terakhir
dengan Peraturan Dacrah Provinst Dacrah Istimewa Acch Nomor 2
Tahun 19949 entang Perubahan Bemuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Isuimewa Aceh menjadi Perscroan Toerbatas
Bank Pembangunan Dacrah Istimewa Acch tanggal 2 Maret 1999,
vang dikuatkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH, Nomor 55
tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah discsuaitkan dengan Akte
Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 vang telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009
langua: 9 September 2009 dan (telah diuvmumkan dalam Berita
Negarn Repobhk Indonesia tanggal 16 Okiober 2009 Nomor 83
Tambahom Berna Negara Republik Indonesia Nomor 25681,

9, Perusahaan  Dacrah Bank  Perkreditan Rakval  Mustagim
Sukamakmur yang sclanjutnva discbut PD  BPR  Muslagim
Sukamakmur adalah Bank Perkreditan Rakyat vang mengeunakan
sistem konvensional maupun svariah vang berkantor pusat di
dalam wilayah Acch.

Pasal 2
Tambahan Poenvertaan Modal bermaksud untuk penguatan strukiur
permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, mendorong

pertumbuban  ckonomi, meningkatkan  penghasilan  asli  daecrah
schingean memperoleh manfam ckonomi dan sosianl dalam  rangka
meningkatkon kescjahteraan masvarakal,

Pasal 3
(1) Jumlah Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh kepada
BUMA Tahun Anggaran 2015 adalah Rp 45.000.000.000 {empat
puluh ma nulvar rapinh), vang terdin dari -
d. Sebesar Rp 20,000 000,000 (dua puluh milvar rupiah) kepada
I Honk Aceh;
b, Schesar Rp 25.000.000,000 (dua puluh lima milyar rupiah)
kepada PHDCBPR Mustagim Sukamalkm o
[2) Penyeraan modal sebagaimana dimaksud  paaa avar 1] adalan
pomindahan kKekavaan Pemeriah Aceb seeora tunai dar
Rekemmyg has Uimiom Aceh ke Rekenimge PE Bank Aceh dan BD.
BER Musioogion Ssukomakone macladon penge luarim pembiavaan,
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(1)

o

Pasal 4
Mekanisme pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh Pejabat
Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) dengar: menerbitkan SPM atas

beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Aceh (SKPKAY).

(2) Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D berdasarkan

SPM yvang diggukan oleh PPKA.

Pasal 5
{1} PT. DBank Aceh menyerahkan Bukui  Kepemilikan Saham
Pemerintah Aceh sebesar dana vang diterima.
(2) PD. BPR Mustagim Sukamakmur menverahkan Bukti Kepemilikan
Saham Pemerintah Aceh sebesar dana yang diterima.
(3) Pemermtah Aceh mendapat deviden atas tambahan penyertaan
modal dimaksud.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tar ggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerir.tahkan pengundangan

Pe
Ac

raturan Gubernur ini dengan penempatann_a dalam Berita. Daerah
eh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, __ Juni 2015
Sva'’ban 1436

/ﬂ GUBERNUR A-::E:H/h

(e L6k ctley .

ZAINI ASDULLAH

Dtetapkan di Banda Aceh
L Junt 2015

pacia tanggal,

4

Syaban 1436

/;SEKREPARIS DAERAH ACEHZ

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR
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